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Hal terpenting dalam memberikan keseimbangan terhadap kedudukan tersangka atau terdakwa dalam suatu
proses peradilan pidana adalah diberikannya hak bagi tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan
hukum berdasarkan Pasal 54 jo Pasal 56 KUHAP. Kedua pasal ini guna mendukung perlindungan atas hak-
hak tersangka atau terdakwa lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68, bab VI
tentang Tersangka dan Terdakwa, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP). Dalam praktek terkadang sulit mel aksanakannya dengan berbagai kendala-kendala yang
dihadapi, diantaranya ketiadaan akibat hukum yang jelas terhadap proses persidangan, ketidakjelasan sanksi
yang dapat dijatuhkan kepada aparat yang berwenang jikatidak dilaksanakan Pasal 56 KUHAP dan adanya
penolakan pendampingan penasehat hukum ol eh tersangka atau terdakwa sendiri, serta kendala lainnya. Hal
ini mengakibatkan pelaksanaan dari Pasal 56 KUHAP dalam prakteknya digantungkan pada kebijaksanaan
para aparat penegak hukum yang bersangkutan. Contoh kasus yang menjadi obyek penelitian ini adalah
kasus peradilan pidana pada kasus Risman Lakoro dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta di
Kabupaten Gorontalo. Dalam perkara pidanaini tersangka atau terdakwa tidak didampingi oleh penasehat
hukum baik pada tahap penyidikan maupun pada tahap pemeriksaan di persidangan. Ketidakhadiran
penasehat hukum, membuat putusan pengadilan ini jauh dari rasa keadilan tersangka atau terdakwa karena
setelah ia menjalani masa hukuman selama kurang lebih 3 tahun, terungkap fakta bahwa bukan ia pelaku
sebenarnya. Salah satu sebab yang penting mengapa Pengadilan Negeri salah dalam mengadili terdakwa
dikarenakan tersangka atau terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum mulai dari tahap penyidikan,
sehingga hak-hak tersangka atau terdakwa dengan mudahnya dimanipulasi dan diabaikan pemenuhannya.
Disayangkan kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 56 KUHAP, masih dirasakan kurang memberikan
kesungguhan dalam memberikan perlindungan bagi tersangka atau terdakwa, sehingga dalam penerapannya
tidak mampu memberikan kesamaan arti bagi aparat penegak hukum sendiri dalam menerapkan ketentuan
dari Pasal 56 KUHAP.
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The most important thing in giving the equal balance for suspect or defendant in acriminal judicial process
is by giving the right for suspect or defendant to receive legal aid based on provision 54 jo provision 56
KUHAP. Both of these provisions use to support the protection of right for the other suspect or defendant, as
in provision 50 untill provision 68, chapter VI about Suspect and Defendant, Act No.8 year 1981 about code
of criminal process. In practice, it’s difficult to apply it with many obstacles, among those are the lack of
clear legal consequencesin thetrial process, the lack of clear sanction to the legal authority, if provision 56
not being done and the refusal of legal counsell presence by suspect or defendant himself, an other
obstacles. This resulted on the application of provision 56 KUHAP in practice depends on the wisdom of the
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legal enforcement officer. The case study for thisresearch isthe criminal case of Risman Lakoro in the
jurisdiction of state court Tilamutain Gorontalo. In this criminal case the suspect or defendant is not being
accompany by advocate or legal counsell whether in investigation process or in thetrial process. The
absence of legal counsellor made the judicial verdict isfar from sense of justice of the suspect or defendant
because after they did the sentences for at least three years, revealed the fact that he' s not the real criminal.
One of the important factors why the state court made a mistake on processing the defendant because the
suspect or defendant is not being accompany by legal counsellor from the investigation process, that made
the rights of suspect or defendant easily manipulated and abandoned. Unfortunately the obligation on
provision 56 KUHAP, still lack of assurance in giving the protection for the suspect or defendant, that made
in application doesn’'t give the same perception to the law enforcement officer in applying the rules on
provision 56 KUHAP.



